TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN
UANG TENEPIK OLEH PIHAK KELUARGA CALON
MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

HENDRI
NPM: 1721010058

Loty

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN BESARAN
UANG TENEPIK OLEH PIHAK KELUARGA CALON
MEMPELAI WANITA DALAM MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam llmu Syari’ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

HENDRI
NPM: 1721010058
Pembimbing I: Dr. Maimun, S.H., M A.

Pembimbing. I1: Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 H



ABSTRAK

Syarr’at Islam memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali
memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar
maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun
dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar
dengan Al-Qur’an yang dihafal oleh mempelai laki-laki, sehingga pernikahan bisa
dilangsungkan. Dalam adat pernikahan Masyarakat Adat Lampung Pepadun,
terdapat proses penentuan besaran uang tenepik, sehingga pernikahan dapat terjadi
apabila telah disepakatinya besaran uang tenepik yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan besaran
uang tenepik dan mahar oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam
masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way
Kanan dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang
tenepik oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat
Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui penetapan besaran uang tenepik oleh pihak keluarga
calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan
Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan
hukum Islam terhadap penetapan besaran uang tenepik oleh pihak keluarga calon
mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan. Selain itu. jenis penelitian ini adalah penelitian
lapangan.. (Field  research), penelitian N bersifat  deskriptif analisis yang
menggunakan“metode kualitatif. Sumber data  dalam-~penelitian ini diperoleh
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil™“penelitian, © dalammenentukan besar uang tenepik
disesuaikan dengan uang adat yaitu berdiri dari angka 12, 24 dan 48 baik dia
sebambangan atau himpun lebu kelama. Nominal dari angka tersebut bermulai dari
1.200.000., 2.400.000., 4.800.00., hingga kelipatan-kelipatan selanjutnya.
Berapapun permintaan uang tenepik keluarga calon mempelai wanita kepada
keluarga calon mempelai laki-laki, dia terlebin dahulu harus siap menyanggupinya
terlepas dapat terpenuhi atau tidak, jadi tidak ada istilah calon mempelai laki-laki
merasa keberatan dan saat memberikan uang tenepik tersebut sepantas-pantasnya
atau seada-adanya untuk menghargai keluarga wanita yang duduk di uang adat 12,
24 dan 48, jadi tidak terpaku pada permintaan melainkan saling meghargai dan
melihat kondisi keluarga calon penganten pria.. Adapun pandangan hukum Islam
dalam masalah ini, penentuan uang tenepik merupakan ketentuan yang berasal dari
adat istiadat atau ‘urf. Oleh karena itu penentuan dan pemberian uang tenepik dalam
prosesi pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun dalam pandangan hukum
Islam adalah boleh. Hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari diadakannya uang
tenepik memberikan manfaat lebih banyak kepada semua pihak yang bersangkutan,
terkhusus kepada kedua calon mempelai yang hendak menikah karena uang
tenepiki tersebut akan kembali kepada mereka.
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“Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan
maskawinnya”.

(HR. Imam Ahmad ).
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, sekaligus agar
terhindar dari kesalah pahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata
yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi yang dimaksud
adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Uang Tenepik Oleh
Pihak Keluarga Calon Mempelai Wanita Dalam Masyarakat Adat
Lampung Pepadun (Studi Kasus Masyarakat Adat Lampung Pepadun
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan)” adapun uraian
pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu,
sebagai berikut :

Tinjauan adalah tugas untuk memantau atau suatukeadaan yang
menunjukkan tingkatkeberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur
dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan
sebelumnya.t

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam
mengenai  perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang secara
terperinci.2 Hukum Islam juga merupakan hukum yang bersumber dari Al-
Quran dan hadist dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukum

Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi Keempat
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 284.

2 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996). 2.



manusia lain dan benda-benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-
hubungan lainnya.?

Uang tenepik adalah seserahan uang dalam acara pernikahan Adat
Lampung Pepadun.

Keluarga calon mempelai wanita adalah pihak keluarga besar dari
wanita yang hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang
akan menjadi suaminya. Keluarga calon mempelai wanita yang dimaksud
peneliti ialah ortu dan paman dari keluarga mempelai wanita itu.

Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua
kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami
daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Sedangkan Pepadun
adalah- sebuah singgasana yang, hanya dapat digunakan atau diduduki pada saat
penobatan raja-raja.adat dari Paksi Pak Skala Brak serta_keturunannya.* Secara
rinci, masyarakatsadat-Lampung Pepadun.yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah Pepadun dengan dialek A yang berada di wilayah Kecamatan Negeri
Besar, Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan wuraian di atas, maksud dari judul skripsi ini adalah
penelitian secara mendalam tentang tinjauan hukum Islam terhadap penentuan
besaran uang tenepik oleh keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat
adat Lampung Pepadun yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten

Way Kanan Provinsi Lampung.

3 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 7
4 Abdulah, Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia Lampung (Bandar Lampung,
2008). 230-231



B. Latar Belakang Masalah
Allah  SWT. menciptakan manusia di muka bumi berpasang-pasangan
yaitu pria dan wanita. Dalam setiap kehidupan, manusia sangat membutuhkan
bermacam-macam kebutuhan, salah satunya adalah membentuk rumah tangga
(keluarga) dengan jalan melakukan perkawinan. Di dalam perkawinan itu
sendiri mempunyai tujuan, yaitu membentuk suatu rumah tangga (keluarga)
yang kekal, bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana

firman Allah SWT. dalam Al-Qur*“an surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

/”/ ’7/ ov}}’iw ”’,;’} /;‘.;’W 2 1 ’/1 ,0; “ |~ > -
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“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) —Nya ialah Dia menciptakan

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderungdan

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasakasih

dan sayang..Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir’[Q.S Ar-Rum(30): 21]

Hubungan antara laki-laki dan wanita adalah merupakan tuntunan yang
telah diciptakan oleh Allah SWT. dan untuk menghalalkan hubungan ini maka
disyariatkanlah akad nikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang
umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Pergaulan antara laki-laki dan
wanita yang diatur dengan perkawinan ini akan membawa keharmonisan,
keberkahan dan kesejahteraan baik bagi laki-laki maupun wanita, bagi
keturunan di antara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling
kedua insan tersebut.

Di samping itu ada suatu ketentuan yang ditetapkan Allah SWT. sebagai



kewajiban calon suami dalam pelaksanaan akad nikah, yakni mengenai
mahar atau maskawin. Mahar merupakan salah satu kewajiban bagi calon
suami kepada calon istrinya, yang diberikan pada waktu sesudah akad nikah.
Karena mahar merupakan suatu hal yang penting dalam prosesi pernikahan,
maka tentu pemahaman tentang mahar harus dipahami oleh setiap calon suami
yang hendak melaksanakan pernikahan.

Pada umumnya, setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeda.
Diantaranya adalah adat istiadat dalam pelaksanaan pernikahan, termasuk
pemberian mahar pada suatu pernikahan. Pemberian mahar merupakan salah
satu aktifitas ditengah masyarakat yang wajib dilaksanakan ketika ingin
melaksanakan suatu pernikahan. Hal ini tidak boleh ditiadakan atau harus ada,
sebab ™ maskawin menurut = Islam adalah kunci pokok untuk sahnya suatu
perkawinan walaupun pemberian mahar itu secara berhutang.

Masyarakat®Adat-Lampung Pepadun-adalah:salah satu dari dua kelompok
adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah
pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah
perkembangannya, masyarakat Pepadun awalnya berkembang di daerah
Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian). Kelompok Adat ini memiliki
kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam
masyarakat secara turun temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem perkawinan dan prinsip kehidupan
Patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga,

kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari Kketurunan



tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar Penyimbang ini sangat dihormati
dalam Adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan
keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-
laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Ada dua jenis
perkawinan dalam adat Lampung, yang pertama dengan cara peminangan
(khitbah), dan yang kedua dengan cara sebambangan (larian).

Di dalam hal pelaksanaan pemberian mahar, Islam sangat menganjurkan
menurut  kesanggupan (kemampuan) seorang untuk menyelenggarakannya,
walaupun dengan barang tertentu karena di dalam sunnahnya untuk wanita agar
meminta maharnya yang ringan saja, Rasulullah SAW. bersabda:

38 5 &) alae 60 Al padle ) Jla G0 ) dssle (e
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“Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan
maskawinnya™. (HR. Imam Ahmad ).

Jika calon suami mampu untuk® memberikannya dengan jumlah yang
telah ditentukan dan berkehendak lebih dari itu maka tidak ada masalah dalam
pemberian mahar ini, akan tetapi yang terjadi dalam permintaan mahar dari
keluarga mempelai wanita ini jumlah yang cukup besar terkadang melebihi
kemampuan calon suami, memberatkan bagi calon suami dan keluarganya
untuk memenuhi permintaan dari pihak calon keluarga wanita, Yyang
mengakibatkan terancamnya atau bahkan batalnya perkawinan, karena calon

suami tidak sanggup memberikan mahar yang diminta keluarga wanita.

5 Ahmad Bin Hambal, Musnad Ahmad Bin Hambal, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

163.



Padahal prinsip syari’at Islam itu adalah memberi kelonggaran dan keringanan
serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan.

Syari’at Islam memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali
memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar
maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar
walaupun  dengan maskawin cincin dari  besi sekalipun, dan juga
memperbolehkan mahar dengan Al-Qur’an yang dihafal oleh mempelai laki-
laki, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Kalau si calon istri ridho atas
pemberian mahar dari calon suaminya tetapi keluarga calon istri tidak
menyetujuinya karena nilainya terlalu kecil, apakah pernikahan mereka itu
menurut ajaran Islam tidak sah dan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di., atas, «maka penulis tertarik “untuk melakukan
penelitian_ secara.. mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap
penentuan besaran uang. tenepik yang dilakukan, oleh pihak keluarga calon
mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun yang terdapat di
Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

. Fokus Penelitian dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu bagaimana penentuan uang tenepik
oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam masyarakat adat Lampung
Pepadun yang terdapat di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
Sedangkan subfokus penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap penentuan besaran uang tenepik oleh pihak keluarga calon mempelai

wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun yang terdapat di Kecamatan



Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka rumusan masalah dari

penelitian ini harus sesuai dengan inti kajian, dan mengacu pada latar belakang

di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana penetapan besaran uang tenepik oleh pihak keluarga calon
mempelawai wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan
Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan?

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan besaran uang tenepik
oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat

Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan . dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penulisan skripsi

ini diantaranya:

1.

Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penetapan besaran uang tenepik
oleh pihak keluarga calon mempelawai wanita dalam masyarakat adat

Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap

penetapan besaran uang tenepik oleh pihak keluarga calon mempelawai
wanita dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Kecamatan Negeri Besar,

Kabupaten Way Kanan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi pembaca



dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Penelitian yang penulis lakukan

diharapkan memiliki daya guna sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a.

d.

Untuk memperdalam ilmu peneliti sekaligus membantu memberikan
informasi bagi pembaca dan bahan refrensi dalam bidang Hukum
Keluarga Islam khususnya terkait penentuan mahar.

Untuk menambah wawasan peneliti dengan penelitian yang dilakukan
maka peneliti akan mendapatkan ilmu baru yang berhubungan dengan
penentuan mahar dalam hukum Islam.

Sebagai sumbangan pemikiran serta ikut serta berpartisipasi dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan, Khususnya dalam bidang Hukum
Keluarga Islam.

Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

a.

Dapat dipublikasikan pada jurnal kampus Universitas Islam Negeri
Raden Intan Lampung.

Materi ini dapat menjadi materi tepat guna yang langsung dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat

Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universtias Islam Negeri Raden

Intan Lampung.

. Diproyeksikan untuk mendapat gelar sarjana strata satu, gelar Sarjana

Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan ulasan peneliti
terhadap bahan Pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang
lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.®
Sebelum meneliti lebih dalam terkait permasalahan yang hendak diteliti,
peneliti terlebih dahulu berusaha untuk melakukan kajian terdahulu terhadap
sumber-sumber yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti,
sehingga mengetahui dimana letak perbedaan dari penelitian-penelitian
sebelumnya.

Sejauh i terdapat beberapa sumber penelitan yang memiliki
keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun diantaranya
adalah-sebagai berikut :

1. Penelitian yang. dilakukan oleh saudari Pajar Ari_Sinta yang berjudul
“Tinjauan  Hukumewlslam  Terhadap ..\Wajib ».Segheh Pada Pernikahan
Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi Pada Marga Anak Tuha
Lampung Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama,
wajib segheh dalam adat Lampung Pepadun marga Anak Tuha pada
dasarnya tidak ada ketentuan jumlah dan ukuran yang mutlak. Dengan kata
lain, dalam adat tidak diatur berapa besaran segheh yang harus dikeluarkan.
Namun segheh merupakan hal wajib yang diharus dikeluarkan dan dipenuhi
pihak laki-laki kepada pihak wanita. Segheh memiliki beberapa kriteria

yaitu, harus barang atau benda yang bernilai seperti contohnya uang

& Antoni Siregar, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (Bandar
Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). 5.
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dengan nominal Rp. 10.000.000,- atau sapi dengan nominal Rp. 8.000.000,-
atau emas 24 karat yang dapat diuangkan.

Ada 3 cara dalam pengadaan segheh, pertama dengan cara
musyawarah antara calon suami dengan calon istri. Kedua dengan cara
musyawarah keluarga saat ngapil salah dan yang ketiga dengan cara
bumbang ajei atau musyawarah awal antara pihak keluarga laki-laki dengan
pihak keluarga wanita yang disaksikan oleh petuah adat setempat. Hukum
Islam tentang wajib Segheh adat Pepadun marga Anak Tuha tidak diatur
sehingga dalam hal ini kembali kepada kaidah figh Al-Adatu Muhakamah
dimana adat bisa dijjadikan hukum dan dilaksanakan apabila tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

Dapat dilihat terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian
yang. dilakukan-oleh saudari Sinta dengan penelitian yang peneliti lakukan.
Persamaannya« ialah.. terletak pada permasalahan mahar dalam adat
Lampung, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus yang diteliti yaitu
saudari Sinta memfokuskan permasalahan segheh  dalam perkawinan
masyarakat adat Lampung Pepadun yang bermarga Anak Tuha Lampung
Tengah, sedangkan peneliti memfokuskan permasalahan penetapan mahar
dalam perkawinan masyarakat adat Lampung Pepadun di Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan.

. Penelitian oleh saudari Jannatin Aliah dengan penelitian yang berjudul
“Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Figh Munakahat

(Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten
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Ogan Ilir)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian mahar
dalam proses pernikahan pada masyarakat Desa Pemulutan llir, dilakukan
melalui beberapa tahapan : pertama, yaitu proses perkenalan, peminangan
atau lamaran, serta penentuan dan pemberian mahar. Syari’at Islam
mempermudah urusan dalam pernikahan yaitu dengan memberikan mahar
(maskawin) sesuai dengan kemampuan calon suami, bukan hal yang harus
memaksakan diri dan mahar juga tidak boleh memberatkan bagi pihak calon
suami, karena dalam Islam jumlah mahar tidak dibatasi.

Terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan
oleh  saudari Jannatin  dengan penelitian  yang peneliti  lakukan.
Persamaannya terdapat dipermasalahan mahar. = Selanjutnya perbedaan
terdapat difokus serta i tempat penelitian  dimana “saudari Jannatin
memfokuskan pada status atau kedudukan mahar dan.melakukan penelitian
di Desa Pemulutan. llir Kecamatan..Pemulutan Kabupaten Ogan llir,
sedangkan penelitian yang peneliti lakukan difokuskan pada penetapan
mahar dan dilakukan di Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Firdha Razak yang berjudul “Tradisi
Sebambangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Islam
(Studi di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.
Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa tradisi sebambangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di
desa terbanggi besar dilihat pada adat setempat sesuai dengan aturan adat

dan tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Tradisi
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sebambangan dalam perspektif Islam terkait dengan tujuan, hikmah, rukun
dan syarat pernikahan dalam Islam sudah sesuai dengan peraturan dan tidak
bertentangan dalam Islam.

Terdapat persamaan serta perbedaan dalam penelitian yang dilakukan
oleh saudari Firdha dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya
terletak pada subjek penelitian yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun.
Selanjutnya perbedaan terdapat pada objek penelitian, saudari Firdha lebih
memfokuskan  pada pernikahan adat Lampung Vyaitu pernikahan
sebambangan, sedangkan peneliti memfokuskan pada penetapan uang
tenepik dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Dalam kaitannya dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka terlihat
Jelas terdapat perbedaan ‘bahasan dalam penelitian-penelitiantersebut di atas
dengan-penelitian yang peneliti lakukan.
H. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam
rangka mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi pada data yang
telah didapatkan tersebut, dengan upaya cara kerja yang untuk memahami
objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, oleh karna itu metode ini
dapat diartikan sebagai cara untuk mengamati dan menjelaskan dengan
landasan teori.
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian

Apabila dilihat dari jenis tempat penelitian dilaksanakan, maka
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penelitian  ini  digolongkan pada penelitian  (field research) yaitu
penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.’
Penelitian ini pada dasarnya merupakan bentuk cara untuk menemukan
secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi di tengah tengah
masyarakat adat Lampung Pepadun khusunya yang di Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan, tentang penentuan mahar yang dilakukan
oleh pihak keluarga calon mempelai wanita kemudian ditinjau dari segi
hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu
penelitian  yang menggunakan kejadian dan fenomena yang terjadi
dilapangan sebagaiman adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk
itu akan dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,
waktu dan tempat  penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik
pengumpulan. data, teknik analisis data.
b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu
suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun,
dijelaskan  dianalisis, diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan.®
Dalam kaitannya, penulis secara rinci ingin menganalisis terkait
permasalahan dalam penentuan mahar yang dilakukan oleh pihak
keluarga calon mempelai wanita yang terdapat dalam masyarakat adat
Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan

kemudian ditinjau berdasarkan kacamata hukum Islam.

7 Igbal Hasan, Pokok-Pokok Metode Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002). 21.
8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, 3rd ed. (Jakarta: Grafik Grafika, 2011). 182
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2. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagaimana yang penulis
jelaskan sebagai berikut:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau
dikumpulkan langsung dari sumbernya, sumber ini dapat berupa benda-
benda, situs atau manusia,® yang terdapat ditempat penelitian. Data
primer yang digunakan dari penelitian ini adalah informasi terkait
prosesi pelaksanaan pernikahan yakni pada saat penentuan besaran uang
tenepik dan mahar oleh calon mempelai wanita dalam masyarakat adat
Lampung Pepadun di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
Data ini diperoleh dari wawancara langsung dengam masyarakat adat
serta tokohsmasyarakat adat setempat:
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh secara
tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil dari
dokumen-dokumen (laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah) atau
seseorang mendapatkan informasi dari orang lain. Data skunder yang
diambil dari penelitian ini adalah informasi terkait proses penentuan
besaran uang tenepik dan mahar oleh pihak keluarga calon mempelai

wanita yang terdapat dalam masyarakat adat Lampung Pepadun di

9 Prasetya Irawan, Logika Dan Prosedur Penelitian (Jakarta: Stia-Lan Press, 1999). 190.
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Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.
3. Populasi dan sampel

a. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang
mempunyai Kkualitas dan Kkarakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.1® Populasi
dalam penelitian ini yaitu masyakat adat serta tokoh adat yang terdapat
di Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari 4
Desa dengan jumlah populasi laki-laki dan wanita 1000 orang.

b. Sampel ialah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh
populasi - tersebut.t*  Peneliti menggunakan teknik random sampling,
sebab pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak
tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi-tersebut. Sampel
dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang terdiri_dari 3 pengantin, 1
tokoh adat; Lmasyarakat umum...Pengantin yang dimaksud sebagai
sampel dalam penelitian ini adalah pengantin yang telah melangsungkan
pernikahan dengan menggunakan adat Lampung Pepadun di tahun

2021.

4. Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam
suatu penelitian berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data

tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan

10 Sygiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014). 87.
1 Ibid. 88.
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data melalui sebagai berikut :
a. Observasi
Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data
sekaligus untuk menghimpun data penelitian melalui  pengamatan.t?
Observasi yang digunakan vyaitu dengan mengamati penentuan mahar
yang dilakukan oleh pihak keluarga calon mempelai wanita dalam
masyarakat adat Lampung Pepadun yang terdapat di Kecamatan Negeri
Besar Kabupaten Way Kanan.
b. Wawancara
Wawancara = (interview) adalah pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul
data) kepada responden dan_jawaban-jawaban responden dicatat atau
dirckam dengan alat perekam (tape recorder).!3 Dalam penelitian ini
melakukanswawancara dengan masyarakat adat setempat dan tokoh adat
Lampung Pepadun.
c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari sebuah data-data mengenai konsep
hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, E-
Book, teori, dalil ataupun hukum-hukum dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan masalah penelitian.14

12 Byrham Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Group, 2007). 21

13 Jrawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, 8th ed. (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011). 76

4 Ibid. 80.
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5. Metode Pengelolaan Data
Dalam teknik pengelolaan data ini penulis menggunakan beberapa
cara diantaranya:
a. Tahap Pemeriksaan Data (Editing)

Melakukan pengecekan atau memeriksa kembali data yang
terkumpul terutama dari aspek kelengkapan, kejelasan kalimat,
keserasian antara satu dengan yang lainnya agar sesuai dengan
permasalahan yang penulis teliti.®

b. Verifikasi Data (Verification)

Verifikasi data adalah mengelompokan data dan memahami
makna dari data tersebut.

c. Tahap Sistematika Data(Sistematis)

Suatu . tahapan yang menempatkan - data-data menurut konteks
sistematikas® "bahasa  berdasarkan.oorumusan  masalah,  Sehingga
menghasilkan dasar pemahaman yang terartur untuk penyusunan
penelitian.

6. Metode Analisis Data
Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah
diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam
penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk
mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-

langkah dalam menganalisis data yaitu:

15 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011). 22.



18

a. Mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.

b. Membaca, menelaah dan mencatat sumber-sumber data yang telah
dikumpulkan.

¢. Membahas masalah-masalah yang diajukan.

d. Menginterpretasikan berdasarkan pandangan para pakar sehingga
terpecahnya masalah.

e. Menarik kesimpulan akhir.

Didalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang
diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan juga data hasil studi lapangan.
Data tersebut akan diolah dengan baik dan untuk selanjutnya akan
diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

I. Sistematika Pembahasan
Dalam rangkawagar penelitian ini.-dapats,, tersusun secara sistematis
sehingga dapat diketahui secara logis penyusunan dan koherensi antara satu
bagian dengan bagian dan bagian yang lain.t® Maka disini peneliti menyusun
membagi pembahasan menjadi lima bab, masing-masing bab dibagi menjadi
beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan. Pada Bab ini peneliti menguraikan penjeleasan yang
bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus

Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, Kajian

16 Siregar, Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana. 21.
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Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika
Pembahasan.

Bab Il Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari
penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang
teori pernikahan, teori mahar, dan teori ‘urf dalam Islam.

Bab 11l Deskripsi Data Penelitian. Bab ini memaparkan data-data yang
telah dihimpun oleh peneliti dan berbagai dokument yang dikumpulkan oleh
peneliti. Bab ini berisi gambaran umum mengenai Kecamatan Negeri Besar
Kabupaten Way Kanan, serta bagaimana penetapan besaran uang tenepik dan
mahar dalam pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun.

Bab IV Analisis Data. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang
memaparkan tentang penetapan besaran uang tenepik dan mahar dalam
pernikahan masyarakat adat Lampung Pepadun. Selanjutnya dalam Bab ini
terdapat juga analisis peneliti yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
penetapan besaran uang tenepik dan mahar dalam pernikahan masyarakat adat
Lampung Pepadun.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir dari pembahasan penelitian ini.
Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dalam pokok permasalahan dan

rekomendasi-rekomendasi terkait penelitian.



BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Teori Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan juga dikenal dengan istilah
perkawinan. Perkawinan berasal dari kata ‘“kawmn” yang menurut bahasa
artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan
kelamin atau bersetubuh. Perkawinan atau pernikahan atau nikah menurut
bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu menurut
istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan kelamin
antara  laki-laki dan wanita, berkewajiban  tolong-menolong, serta
menentukan hak dan kewajiban masing- masing sebagail suami-istri.

Undang-Undang  Perkawinan Indonesia __menetapkan  bahwa
perkawinan _adalahsuatu ikatan lahirsbatin "antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa.

Dari definisi menurut undang-undang di atas sejatinya telah tergambar
bagaimana hukum keluarga di Indonesia hendak merumuskan suatu
hubungan hukum yang berbeda dengan tradisi dan khazanah figh Islam

Klasik, yang melihat perkawinan hanya sebatas hubungan badan (al-jima’,

20
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al-wath’).1

Pada dasarnya pernikahan memiliki 4 unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Merupakan upacara luhur untuk menghalalkan hubungan suami dan istri.

b. Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah
atau tazwij, atau dengan terjemahan dari kedua kata tersebut.

c. Upacara luhur itu merupakan majelis yang harus dihadiri setidaknya
oleh calon mempelai pria, wali dari calon mempelai wanita dan dua
orang saksi.

d. Sahnya saksi ditentukan dengan syara’.?

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum berlaku pada semua
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pada
dasarnya kata nikah dan zawaj tidak dapat dipisahkan, karena dalam ijab
dan..gobul yang dilakukan oleh wali dan mempelal laki-laki harus
mengandung_kedua kata tersebut.?

Pernikahan dalam hukum Islam sering disebut dengan kawin atau
perkawinan. Secara definisi, kawin dalam Islam dikenal dengan istilah
nikah atau tazwij, secara harfiah juga disebut dengan ‘bersenggama atau
bercampur”.

Redaksi resmi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita

292.

1 Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

2 Ahsin Alhafidz, Kamus Figh (Jawa Tengah: Amzah, 2013). 175.
3 Hendra Agustiawan, “Analisis Peran Bp4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap

Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi,
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016). 32.
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sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”.4

Menurut Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang
mengandung  kebolehan  (ibahat)  melakukan  persetubuhan  yang
menggunakan kata nikah atau tazwij.

Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya al- ahwal al-
syakhsiyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat
hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan
wanita, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban
diantara keduanya.®

Secara syar’i nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan
untuk melakukan hubungan, sebagal suami istri dengan menggunakan lafadz
“nikah” (menikahkan), atau lafadz ‘tazwij (mengawinkan). Kata nikah itu
sendiri secarashakiki.berarti akad, yaiturakadwantara calon suami dan istri
secara majazi berarti persetubuhan.

Definisi pernikahan dari beberapa golongan (ulama):

a. Golongan Hanafiyah: Nikah adalah akad yang memanfaatkan pemilikan
untuk bersenang-senang (dengan isterinya) secara sengaja.

b. Golongan Syafi’iyyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan
hukum kebolehan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah

atau tadzwiz atau dengan lafadz yang memiliki kesamaan arti dengan

4 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media
Group, 2014). 42.

5 Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indoneisa (Jakarta: Prenada Group,
2016). 40.
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nikah atau tadzwiz.

c. Golongan Malakiyah: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan
hukum semata-mata untuk membolehkan berhubungan suami istri,
bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang
wanita yang boleh menikah dengannya.

d. Golongan Hanabilah: Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz
nikah atau tadzwiz, guna membolehkan untuk mengambil manfaat
bersenang-senang dengan wanita.®

Dari beberapa definisi di atas terlihat bahwa nikah itu merupakan
perjanjian ~ hukum  (akad) untuk  membolehkan seorang laki-laki
memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati yang awal mulanya
merupakan perbuatan’ dibaramkan, . menjadi dihalalkan™ dengan telah
mengutarakan akad yang benar.

Berakarsdaripemikiran bahwa_nikah bukan hanya untuk menikmati
kesenangan belaka sebagaimana suami istri secara sah, namun dari sudut
tujuan dan hikmahnya, haruslah diperhatikan serius. Maka dari itu perlu
adanya pengertian yang dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya.

Ulama kontemporer dalam memberikan definisi nikah,
memperhatikan adanya unsur hak dan kewajiban yang terjadi adanya
pernikahan. Demikian ini adalah logis bahwa dengan adanya proses
pernikahan yang sah akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban

antara suami dan istri menjadi terikat dengan sendirinya, akhirnya keduanya

6 Ibid. 45.
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saling menjaga danbertanggung jawab dalam keluarga.

Demikian sejalan dengan pengertian yang diungkapkan oleh
Muhammad Abu Israh. Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum
kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan
seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-
hak dan kewajiban antara mereka. Pada dasarnya menikah dianjurkan
apabila telah memenuhi syarat.”

2. Dasar Hukum Pemikahan.

Pernikahan itu sangat penting sekali kedudukannya sebagai dasar
pembentukan Kkeluarga sejahtera, di samping melampiaskan seluruh cinta
yang sah. ltulah sebabnya dianjurkan oleh Allah SWT dan junjungan kita
Nabi Muhammad SAW untuk menikah.®

Diantara.. dasar hukum dianjurkannya  perkawinan adalah sebagali
berikut.

Q.S. Ar-Rum ayat 21

- /,/ OH{‘) ,:w > ’TZ ’} €~Z . w s ~ :/1 .,..E,*// . _

J"‘-?'j \.@.:J\E M L‘>—‘j)\ rb.t«.a.:\ Oy r&j OJ"" Ol ¢f\,’d3\s‘- 29
- _ [
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© Oy, SEG 238 co¥ QU5 § O] 4555558 o=t

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”

Dalam Islam, hukum pernikahan itu asalnya mubah, namun dapat

7 Yaswirman, Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011). 12.
8 Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta: PT Darul Falah,
2010), 54.
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berubah menurut ahkamal khamsah (hukum vyang lima) menuirut
perubahan keadaan:

Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu
menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang
akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram.
Kewajiban ini tidak akan terlaksanakan kecuali dengan nikah.

Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya
tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan
kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan
kewajiban batin seperti mencampuri isteri.

Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah
mampu. tetapi ia masih., sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan
haram, dalam-hal seperti ini maka nikah lebin baik dari pada membujang
karena membujang-tidak diajarkan dalam-lslam,

Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah
dan tidak ada dorongan untuk menikah, belum membahayakan dirinya, ia
belum wajib menikah dan tidak haram bila untuk tidak menikah dulu.®

3. Rukun dan Syarat Pernikahan.
a. Rukun Pernikahan.
Rukun perkawinan merupakan bagian dari segala yang terdapat
dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka

perkawinan dianggap batal.

9 Al-Hamdani, Risalah Nikah,terjemah Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 8.
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Imam Malik mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5

macam, yaitu:

1) Wali dari Pihak Wanita

2) Mahar (Maskawin)

3) Calon Pengantin Laki-Laki

4) Calon Pengantin Wanita

5) Sighat atau akad nikah (Ucapan atau ikrar nikah).10

Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun dalam perkawinan ada 5

macam, yaitu:

1) Calon pengantin  laki-laki;

2) Calon pengantin wanita;

3) Wali;

4).Dua orang. saksi;

5) Sighat akadnikah (ucapan nikah).:

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ada ijab dan
gobul saja, yaitu akad yang dilakukan oleh wali pihak wanita dengan
calon pengantin laki-laki.?

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa  untuk
melaksanakan perkawinan harus ada:

1) Calon suami;
2) Calon istri;

3) Wali nikah.

10 Beni Ahmad Saebani, Figh Munakahat I (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 261.
1 1hid. 261.
12 Abdul Rahman Ghozali, Figih Munagahat (Jakarta: Kencana, 2003). 84.
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4) Dua orang saksi, dan;
5) ljab dan gobul.13
. Syarat Pernikahan.

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam
perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Jika salah satu
syarat perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah
atau batal. Syarat perkawinan dalam hukum Islam adalah syarat yang
bertalian dengan rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi mempelai,
wali, saksi dan ijab qobul.

1) Syarat bagi calon mempelai laki-laki
a) Bukan mahram dari calon istri;
b) Tidak terpaksa (atas kemauan. sendiri);
c) Jelas orangnya;
d) Tidak sedang.menunaikan ihram-haji.
2) Syarat bagi calon mempelai wanita:
a) Tidak ada hubungan syar’i (tidak bersuami), bukan
b) mahram calon suami dan tidak dalam masa iddah;
¢) Merdeka (atas kemauan sendiri);
d) Jelas orangnya;
e) Tidak sedang ihram haji.
3) Syarat-syarat untuk menjadi wali.

a) Laki-laki;

13 Ibid. 85.
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b) Baligh;

c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);

d) Tidak dalam keadaan terpaksa;

e) Adil;

f) Tidak sedang ihram haji.

4) Syarat-syarat untuk saksi.

a) Laki-laki;

b) Baligh;

c) Waras akalnya (tidak gangguan jiwa);

d) Adil;

e) Dapat mendengar dan melihat;

f) Bebas (tidak dalam. keadaan terpaksa);

g) Tidak sedang mengerjakan ihram haji;

h) Memahami-bahasa yang digunakan dalam ijab qobul.

4. Tujuan Pemikahan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah terjaganya dan terpeliharanya
keturunan dan kesucian diri manusia. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan
Tagiyyudin Abi Bakar dalam kitabnya Kifatul Akhyar menyebutkan bahwa
pernikahan bertujuan untuk menghindarkan diri dari zina, mempunyai anak
dan sebagai ibadah.!* Selain itu, dengan perkawinan, manusia akan
memperoleh ketenangan, mendapatkan kasih sayang dan dapat memperoleh

ketentraman dalam hidup.

14 Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Surabaya: Gemilang Publisher,
2018). 29-30.
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Hal ini sebagaimana dalam Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum (30): 21

yang berbunyi:

4
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaumyang berfikir. [Q.S. ar-Rum (30): 21]

Berdasarkan ayat di atas, dapat dimengerti bahwa tujuan
perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga tujuan
perkawinan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa poin, diantaranya:

a. Untuk mendapatkan keturunan: guna.melanjutkan generasi'yang akan
datang.

b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan
merasakan kasih sayang.

c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.

d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Dengan menikah
manusia terjaga dari zina, secara jelas zina dilarang dalam agama.

e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari
masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang
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halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.'®
Tujuan pernikahan tentang keturunan secara jelas Allah terangkan

dalam QS. An-Nahl (16): 72 yang berbunyi:
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“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"[QS. An-Nahl (16): 72]

Pernikahan diharapkan dapat menimbulkan keluarga yang sakinah
mawaddah dan rahmah. Pada dasarnya pernikahan akan berjalan dengan
baik apabila antara suami dan istri saling melaksanakan hak dan kewajiban
dengan baik. Seorang laki-laki: atau suami adalah seorang pemimpin dalam

keluarganya, hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nisa (4): 34 yang berbunyi:
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari
harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada
Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah
telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan
nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu,
Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.
Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.[Q.S. An-Nisa (4): 34]

15 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Kencana, 2004). 45.
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Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, kelak ia juga akan
dimintai pertanggungjawabannya.®

Ada beberapa kewajiban suami, diantaranya adalah:

a. Memberi nafkah untuk istri dan anak (keluarga);
b. Melindungi keluarga;
c. Menjadi pemimpin dalam keluarga;

Dalam keluarga Islam, laki-laki adalah seorang pemimpin dan menjadi
penentu arah keluarga. Sebab, sebaik-baiknya pemimpin adalah seorang
laki-laki. Tidak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga dikendalikan
oleh istri. Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Al-Bukhari, dari Abu Bakrah
“Tidak akan beruntung suatu kaum yangmenguasakan urusan-mereka pada
wanita”. '

Sedangkan kewajiban istri dalam rumah tangga adalah:

a. Membantu suami dalam membina“ rumah tangga;
b. Menjadi madrasah pertama untuk anaknya;
c. Tempat berbagi kasih dalam rumah tangga;

Selain kewajiban, istri dan suami memiliki hak. Ada beberapa hak

istri yang harus dipenuhi oleh suami yaitu adalah hak nafkah lahir dan batin,

hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Sedangkan hak

suami dalam rumah tangga adalah mendapatkan perlakuan baik dari istri

47.

16 M Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Figih Cinta Kasih (Jakarta: Erlangga, 2008). 28-29.
17 salim A. Fillah, Agar Bidadari Cemburu Padamu (Yogyakarta: Pro-UMedia, 2009).
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berupa kasih dan saying.18

Apabila hak dan kewajiban suami-istri terpenuhi, maka dapat
dipastikan keadaan rumah tangga yang harmonis, tentram, tenang, dan
damai akan tercipta. Dimana hal tersebut menunjukkan keberhasilan dari

tujuan pernikahan tersebut.

. Prinsip-prinsip dalam Pernikahan.

Prinsip-prinsip  pernikahan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar
atau norma-norma umum Yyang Seharusnya dipegangi dan sekaligus
diamalkan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut
hukum  Islam.

Khoiruddin ~ Nasution ~menjelaskan  setidaknya ada 5  prinsip
pernikahan, yaitu:

a. Prinsip musyawarah dan demokrasi;

b. Prinsip menCiptakan. rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan
berkeluarga;

c. Prinsip menghindari dari kekerasan;

d. Prinsip bahwa hubungan suami dan istri adalah sebagai partner.

e. Prinsip keadilan.1®

Prinsip-prinsip  perkawinan juga diatur dalam Undang-undang
Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang terdiri dari
beberapa poin, yiatu:

a. Asas perkawinan kekal,

60.

18 1hid. 50.
19 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan & Perceraian (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).



Asas perkawinan menurut hokum agama atau kepercayaan agamanya;

. Asas perkawinan terdaftar;

Asas perkawinan monogami;

Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

(tanpa paksaan);
Keseimbangan hak dan kedudukan suami istri;
Asas tidak mengenal perkawinan poliandri;

Asas mempersukar terjadinya perceraian.2°

Selain dari prinsip-prinsip di atas, ada juga beberapa prinsip lain

yang menjadi tolak ukur dalam perkawinan, antara lain:

a.

Harus ada persetuyjuan secara sukarela dart pihak-pihak yang
mengadakan perkawinan.  Caranya adalah dengan diadakannya
khitbah (peminangan terlebin dahulu untuk mengetahui apakah
kedua belahpihak-setuju untuk melaksanakan, perkawinan atau tidak);
Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada
ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang
harus diperhatikan;

Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak
maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri;
Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga

atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-

20 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006). 41.
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lamanya;
Hak dan kewajiban suami dan istri adalah seimbang dalam rumah
tangga, dimana tanggung jawab pimpinan ada ditangan suami.?!

Jika prinsip-prinsip yang menjadi dasar sudah terpenuhi dan

terlaksana, maka kebaikan-kebaikan dalam pernikahan akan didapatkan,

keluaga yang sakinah, mawaddah, dan wa rahmah pasti akan tercipta

dan tujuan utama dari pernikahan akan tercapai.

. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan

berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat

manusia. Adapun hikmah pernikahan adalah:

a.

Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan<sesuai untuk
menyalurkan-. dan memuaskan naluri seks dengan: kawin badan
menjadi segar, jwa._ jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat
yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
Nikah jalan terbaik untuk melihat anak-anak menjadi mulia,
memperbanyak  keturunan, melestarikan hidup manusia, serta
memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.

Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam
susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-
perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik

yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

21 Ibid. 50.

34
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d. Menyadari tentang tanggung jawab beristri dan menanggung anak-
anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh  dalam
memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.

e. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi rumah tangga,
sedangkan vyang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas
tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

f. Pernikahan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan,
mempertegun  kelanggengan rasa cinta antara Kkeluarga, dan
memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam
direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling
menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat
lagi bahagia.??

B. Teori Khitbah dalam Hukum Islam.
1. Pengertian Khitbah:

Secara bahasa atau ethimologi peminanangan dan lamaran dalam
kamus besar bahasa indonesia sebagai berikut, pi-nang kata kerjanya me-
mi-nang berarti meminta seorang perempuan (untuk dijadikan istri), pi-
nang-an berarti permintaan hendak memperistri, pe- mi-nang berarti orang
yang meminang dan pe-mi-na-ngan berarti proses, cara, perbuatan
meminang. Sedangkan lamaran dalam kamus besar indonesia ialah la-mar
kata kerjanya me-la-mar berarti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi

diri sendiri atau orang lain), me-la- mar-kan bentuk kata kerja artinya

22Tihami dan Sahrani Sohari. Figih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Rajagrafindo: Jakarta, 2013), 41.
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meminangkan’pe-la-mar artinya orang yang meminang dan la-mar-an
berarti pinangan; permintaan untuk meminang.2®

Seperti  keterangan di atas menurut ethimologi, meminang adalah
meminta untuk dijadikan istri (bailk untuk diri sendiri ataupun orang lain).
Menurut terminology peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya
hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.Atau seorang
laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya,
dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.24

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan perundang-
undangan Indonesia  menyebutkan bahwa Peminangan ialah kegiatan
kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria
dengan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan Peminangan
dapat. langsung - dilakukan oleh orang yang berkehendak  mencari pasangan
jodoh, tapi dapat pula.dilakukan oleh perentarawyang dapat dipercaya.?®

Al-Khitbah berasal dari lafadz Khathiba, yakhthibu, khithbatun.
Terjemahannya ialah lamaran atau pinangan. Al-Khithbah ialah permintaan
seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut
cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Dalam pelaksanaan
khithbah (lamaran) biasanya masing-masing pihak saling menjelaskan
keadaan dirinya dan Kkeluarganya. Khithbah merupakan pendahuluan

perkawinan, disyari’atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar

23 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Edisi
Keempat.

24 Mahdil Mawahib, Figih Munakahah (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009), 10.

25 Abdul Ghani Abdulloh, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Nasional( Jakarat: Gema Insani, 1994), 77.
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waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan
serta kesadaran masing-masing pihak.26

Beberapa ahli Figih berbeda pendapat dalam pendefinisian
peminangan. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: Wahab Zuhaili
mengatakan bahwa pinangan (khitbah) adalah pernyataan seorang lelaki
kepada seorang perempuan bahwasanya ia ingin menikahinya, baik
langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian
maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.2”

Adapun Sayyid Sabiq, dengan ringkas mendefinisikan
pinangan(khitbah) sebagai permintaan untuk akan pernikahan oleh dua
orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah
SWT vyang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua
calon. pengantin.saling mengetahui.?®

Amir _Syarifuddin  mendefinisikan-pinangan  sebagai penyampaian
kehendak  untuk  melangsungkan  ikatan  perkawinan.  Peminangan
disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan
sebelum berlangsungnya akad nikah.??

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan
(khitbah) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan

pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik

49-50.

26 Sayyid Sabig, Fighus Sunnah jilid 2, (Beirut: Darul Fikri), 16.

21 Wahbah Zuhaili, Fighul Islami wa Adillatuhu juz VII,( Beirut: Darul Fikri), 7.

28 Sayyid Sabiq, FighusSunnahijilid 2, 16.

29 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2007),
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secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (khitbah) ini
dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.
. Dasar Hukum Khitbah

Peminangan atau khitbah dalam hukum Islam diatur dalam Al-Quran
Surah Al-Bagarah ayat 235 yang berbunyi:
AN Rt Lw\muﬁm o s e e Y;

a5 Y3 6555 Y38 1,58 ol \qu'“)-’&\j‘yub-)) )Jf”r%v"‘w‘
' o 00§ el st m\cu 8 saze

» /)‘.m\u\\}/”\aj

“Tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran
atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah
mengetahui bahwa kamu akan menyebutnyebut mereka, dalam pada itu
janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia,
kecuali = sekedar menguecapkan kepada mereka perkataan ma ruf
(sindiran).” (QS. Al-Bagarah :235)

Memang banyak terdapat dalam al-qur'an dan hadis Nabi yang
membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan
terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaiman
perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik
dalam alqur’an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam
menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya,
dalam arti hukumannya mubah (boleh).3°

Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul
Mugtasid menjelaskan bahwa khitbah berdsarkan riwayat Nabi SAW,

Jjumhur ulama’ berpendapat hal tersebut bukanlah wajib, namun imam

30 M. Mahdil Mawahib, Figih Munakahah (Kediri: STAIN KEDIRI, 2009) 11.
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dawud mengatakan bahwa hal itu wajib sesuai dengan pendapat dari
sebagian pengkut syafi'i yaitu Abu a’wanah. Sebab adanya perbedaan
pendapat para ulama’ yaitu apakah Nabi melaksanakan hal tersebut
sehingga mvbbenyebabkan hukum wajib atau sunah, adapun khitbah yang
haram menurut nash Nabi SAW ialah khitbah atas khitbah orang lain,
namun lbnu menambahkan apabila peminang pertama adalah orang yng
tidak sholeh dan peminang yang kedua adalah orang yang sholeh maka hal
itu di perbolehkan.31

. Macam-Macam Khitbah dalam Islam.

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:32

a. Secara langsung yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang
sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu - kecuali untuk
peminangan, .seperti ucapan,”’saya berkeinginan untuk-menikahimu.”

b. Secara tidak langsung yaitu dengan.ucapanwyang tidak jelas dan tidak
terus terang atau dengan istilah kinayah. Dengan pengertian lain ucapan
itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada
orang yang tidak sepertimu.”

. Hikmah Khitbah

Ada beberapa hikmah dari prosesi peminangan dalam hukum Islam,
diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan

pernikahan. Dalam hal ini, mereka akansaling mengetahui tata etika calon

31 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid II, (Beirut: Darul Fikri), 398.
32 Wahbah Zuhaili, Fighul Islami wa Adillatuhu juz VII, 142
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pasangannya masingmasing,kecendrungan  bertindak maupun  berbuat
ataupun  lingkungan  sekitar yang  mempengaruhinya.  Walaupun
demikian, semua hal itu harus dilakukan dalam koridor syariah. Hal
demikian diperbuat agar kedua belah pihak dapat saling menerima
dengan ketentraman, ketenangan, dan keserasian serta cinta sehingga
timbul sikap saling menjaga, merawat dan melindungi.

b. Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena
dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Bahwa
Nabi SAW berkata kepada seseorang yang telah meminang perempuan:”
melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan
ikatan perkawinan.®?

C. Teori“Urf dalam penetapan-Hukum Islam
1. Pengertian “Urf.

‘Urf berasalrdari kata ‘arafa yangsmempunyai derivasi kata al-ma ruf
yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.®* Sedangkan ‘urf menurut
bahasa adalah kebiasan yang baik. Adapun pengertian ‘urf adalah sesuatu
perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam
mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh

watak kemanusiaannya.3®

33 |hid. 152.

34 Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,”
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 1, no. 2 (2019): 155-76,
https://doi.org/10.37680/almanhaj.v1i2.167.

35 |hid.
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Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik.36
Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan,
istilah ‘urf" berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena
telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik
berupa perbuatan ataupun perkataan.’ ‘Urf adalah keadaan yang sudah
tetap dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat
yang sehat. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang
jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak
dapat disebut sebagai ‘urf. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi
kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum
khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok
masyarakat, tidak bisa dikategorikan. sebagai ‘urf. Artinya, ‘wrf bukanlah
suaturkebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.®®

2. Dasar Hukum' ‘Urf:
Dasar hukum penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman

dalam QS. Al-A’raf (7): 199 yang berbunyi:
kel o 2l Al 2 52

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah
dari orang-orang yang bodoh. ” [Q.S. Al-A’raf (7): 199]

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya

kita menggunakan ‘urf. Kata ‘wurf dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu

36 Moh. Shofiyul Huda, Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Figih (Kediri: STAIN
Kediri Press, 2009).145.

37 Satria Efendi, Ushul Figh (Jakarta: Prenada Media Group, 2005). 153

38 |hid. 160.
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perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.3® Ayat tersebut dapat dipahami
sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik
sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan
pada pertimbangan Kkebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi
kemaslahatan mereka.
3. Syarat-Syarat ‘Urf dijadikan Landasan Hukum.
‘Urf bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’
apabila memenuhi syarat sebagau beriku:
a. ‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis.
b. ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terikat dengan
lingkungan, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.
C. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga ‘menjadikan hukum
yang. dikandung.nash itu tidak bisa diterapkan
d. Tidak menyebabkan. terjadinya kemafsadatan. dan tidak menghilangkan
kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak akan memberi kesempitan
dan kesulitan.#
4. Macam-Macam ‘Urf.
‘Urf jika ditinjau dari umum dan khususnya ada dua macam yaitu
sebagai berikut:
a. ‘Urf ‘am (umum), yaitu urf yang berlaku diselurun negeri muslim, sejak

zaman dahulu hingga saat ini.

39 Basiq Djalil, Ilmu Ushul Figh Satu Dan Dua (Jakarta: Kencana, 2010). 162.
40 Firdaus, Ushul Figh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara
Komprehensif, 1st ed. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 89.
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b. ‘Urf khos (khusus), yaitu sebuah adat kebiasaan yang hanya berlaku
disuatu daerah dan tidak berlaku pada daerah lainnya.*
‘Urf jika ditinjau dari sisi ucapan dan perbuatan dapat dibagi menjadi
dua macam yaitu:
a. ‘Urf Qouli (ucapan), yaitu sebuah kata dalam masyarakat tertentu di
pahami bersama dengan makna tertentu bukan makna lainnya.
b. ‘Urf Amali (perbuatan), yaitu perbuatan yang sudah menjadi ‘urf dan

kebiasaan masyarakat tertentu.*2

41 Ahmad Sabig bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Figh
Islami (Gresik: Pustaka Al-Furgon, 2009). 108-111.
42 |pid. 112.
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